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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Verifikasi Penentuan BPTHB oleh BPKPD Kota Pariaman berdasarkan Pasal 
4 ayat (2) Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2011 tentang BPHTB bahwa 
Dasar Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Jual beli adalah harga 
transaksi, Harga transaksi merupakan harga yang telah terjadi dan telah 
disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.  namun kenyataan dilapangan 
ditentukan oleh nilai pasar merupakan nilai harga jual yang berlaku disuatu 
wilayah tertentu. Dan ini jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Pelaksanaannya telah melanggar asas kebebasan berkontrak dan syarat sah 
perjanjian yaitu kesepakatan kehendak para pihak. 
2. Verifikasi BPHTB atas Waris dilakukan oleh BPKPD di Kota Pariaman 
dilakukan berdasarkan nilai pasar sesuai dengan Perda BPHTB Kota 
seharusnya ditentukan berdasarkan nilai NJOP saja, bukan nilai pasar karena 
dalam nilai pasar terdapat transaksi. Pewarisan tidak ada transaksi di 
dalamnya, hanya harta turunan dari keluarga berdarkan hubungan 
kekerabatan, hubungan perkawinan dan lainnya. Penentuan nilainya sama 
dengan BPTHB jual beli. 
3. Dengan adanya verifikasi BPHTB oleh BPKPD terhadap akta Pejabat 
Pembuat Akta tanah di Kota Pariaman berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Pariaman Nomor 2 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
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Bangunan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Jika suatu perjanjian 
jual beli atau akta jual beli telah memenuhi syarat makan perjanjian sah. 
Dalam pelaksanaannya seringkali perjanjian jual beli tanah ini cacat kehendak 
karena harga mutlak ditentukan oleh BPKPD dan ini menyebabkan perjanjian 
batal demi hukum karena tidak mememuhi syarat subjektifnya jual beli.  
B. Saran 
1. Dalam pelaksanaan BPHTB harusnya adanya kepastian hukum mengenai 
berapa nilai yang seharusnya dibuatkan dalam Blanko BPHTB agar tidak ada 
pihak yang dirugikan. Pemerintah bisa mengeluarkan aturan berupa Peraturan 
Walikota agar tercapainya kepastian hukum yang harus dipatuhi semua 
kalangan masyarakat. Pelaksanaannya harusnya didasarkan pada asas hukum 
yang berlaku dan aturan aturan yang ada. 
2. Lamanya waktu survey ke lapangan mengakibatkan banyak pihak yang 
dirugikan karena membuang waktu, seharusnya tidak perlu survey karena data 
verifikasi telah ada di BPKPD. 
3. Sebaiknya aturannya diganti jika ada masyarakat yang ingin melakukan 
peralihan hak, tempat pertama yang di datangi pembeli dan penjual adalah 
BPKPD untuk menyesuaikan berapa nilai yang seharusnya tertera di SSPD 
BPKPD, proses selanjutnya dapat dilaksanakan di PPAT agar kerja PPAT 
tidak terhambat, bisa lebih efektif dan efisien.  
 
